BAB 1

PENDAHULUAN

Kegiaran penebangan pohon secara liar atau yang dikenal lebih
umum penebangan liar (illegal logging) telah berakibat kepada
kerusakan Su:nber Daya Hutan yang sangat memprihatinkan. Kondisi
ini telah berlargsung secara terus menerus yang mengakibatkan
kerusakan hutar Indonesia relative tingg) vang pada sepuiuh tahun
terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi sumberdaya
hutan dengan Iaju deforestaci diperkirakan sebesar 1,6 juta ha per
tahun, bahkan tiga tahun terakhir in: telah mencapai 2,1 juta ha per
tahun.!

Berbagai upaya pemberantasan I'egai lugging telah dilakukan
dan terus ditingkatkan baik itu melalui upaya preventif maupun
repressive deng:an rnelibatkan berbagai pihak. Namun hasil atas upaya
yang dilakssnikan belum senerti yang diharapkan karena
permasalaha yang sangat mendasar bukan pada masalah sekter
kehutanan saja melainkan merupaka:n masalah yang melibatkan

seluruh sektor.

! Supanadi, K.. Langkah Suutegis Dan Updya Pembecrantasan lllegal
Logging Dt Irdoresia, Matert Acahan dalam Sosialisasi Kebijaksanaan Terpagu
Antara DepHub, DepHut serta Deperindag, Jatmrte, 2003, hal.l.
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Pendayagunaan sumberdaya hutaan melalui penebangan liar
(Ulegal loggmay} dewasa ini *tanpa disadaii umet manusia telah
membawa kearah kekacauan yang membawa dampak negative,
dimana kondisi siimberdaya hutan teial. pberada pada tingkat yang
mengkhawatirkan dan mempun;-ai dampak kerugian yang sangat luas
diantaranya mnacavebabkan : {a, degradesi sumberdaya hutan ; (b)
economic lost ; (c degradasi moral baik aparat, pengusaha maupun
masyarakat ; dan (d) degradasi sosial kemusyvarakatan .z

Sejalr Tahun 1967, sebenarnya telah diundangkan oleh
Pemerintah tentang Undang-Undang Fetentuan Pokok Kehutanan
(UUPK) Nome: S Tahun 1967, yang lebih Manjuu tentang perlindungan
hutan dijabarkan dengan Peraturan Pemelintah Nomor 28 Tahun
1985, dengan tujuan perlindungan hutan disebutkan “untuk menjaga
kelestarian butan agar dapat memenuhi fungsinya” °

Demikiaa halnya dalam pelaksanaa:n perlindungan hutan sesuai
PP 28 Tghun 1985 disebutkan bahwa setiag instansi Kebutanan ci
daerah Tk.] bertanggung jawab atas werlindungan hutan baik di dalam
mavpun di luar kawasan hutan. Dan lebith jauh dalam pelaksanaan

peslindungan hutan telah diatur tanggung jawab dan wev:enang dari

41 50id, hal 2,
8 peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 198S, tentang Perlindungan Huten, Jakarta,
lal 132.
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